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PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITAS]
FELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT BERSALIN

DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

EAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

WALIEOTA MALANG,

bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan Peserta
Jaminan Keschatan Nasional Kota Malang agar
pelaksanaan pelayanan kesechatan di Unit Pelaksans
Teknis Pusar Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana
Teknis Rumah Sakit Bersalin lebih berdaya guna, maka
perlu mengatur dan menctapkan pengsunaan dana
Kapitasi dan Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan di Unir
Pelaksana Teknis Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis
Fumah BSakit Bersalin Dinas Kesehatan bagi peserta

Jaminan Keseshatan Nasional Kota Malang;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non
Kapitasi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis
Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis
Fumah BSakit Bersalin Dinas Kesehatzn Kota Malang

bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana




telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Nepars Republile

Indonesia Nomor 551});

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  [Lembaran Negara  Republilk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimansa
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomeor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembzaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4456);

Undang-Undang Nomor 236 Tahun 200%  tentang
Kesehatan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Taﬂun 2009 Nomor 144, Tambghan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomar 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 rentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Megara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial [Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tinglar I
Malang dan Kabupaten Daecrah Tingkat [I Malang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3354);
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13.

14.

13,

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1635, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomaor 4383

Peraturan Pemerintah Nomoer 38 Tahun 2007 tentang
Pembapgian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerab Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Eota [Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomoer 82, Tambahan Lembaran

MNegara Republik Indonesia Nomor 4737,

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Peneritna Bantuan luran Jaminan Kesehatan |Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 3372);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 rentang

Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengslolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah  kedua lkalinya dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Pezaturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013
tentang Standar Taril Pelayanan HKesehatan bagl
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan

Program Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tabun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan

MNasional;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008
tentang  Urusan Pemerintahan  yang  Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah {Lembaran Daerah
Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Senn E, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
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16. Peraturan Dasrzgh Kota Malang Nomor & Tahun 2012
tentang Organisasti dan Tata Kerja Dinas Daersh
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012  Nomor &,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2],

MEMUTUSKAN :

Menstapkan | PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DANA

KAPITAS] DAN NON KAPITAEB] PELAYANAN KESEHATAN DI
UNIT PELAKSANA  TEKNIS PUSAT HESEHATAN
MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEENIS REUMAH
SAKIT BERBALIN DINAS KESEHATAN KOTA MALANG BAGI
PESERTA JAMINAN EESEHATAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMLUM

Pasal 1

Zalam Peraturan Walikota ini, yvang dimaksud dengan

Daerah adalah Kota Malang.

Femerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
Walikota adalah Walikota Malang.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Malang,

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakal vang sclanjutnya
disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Telnis Pusat Kesehatan

Masvarakat pada Dinas Kesehatan,

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Bersalin yang selanjutnya disebut
UFT RSB adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Bersalin pada

Dmas Kesehatan., &

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan
agar peserta memperoleh manfaal pemeliharaan  kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhl kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada sctiap orang vang telah membayar iuran atau

wrannya dibayar oleh pemerintah,



Ltk

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjuinya

disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentulk untuk

= =

% Badan Layanan Umum Daerah yang selanjuinya disingkat BLUD
=dzlzh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan
¥erja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelavanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual lanpa mengutamakan
mencar keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
sada prinsip efisiensi dan produktivitas,

10 Pola Pengelolaan Keuangan BLUD wang sclanjutnya disingkat PPk-
ELUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktele-praktel bisnis yang
sehar untuk meningkatkan pelayvanan Kkepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, sebapal pengecualian darl ketentuan pengelolaan keuangan

dasrah pada umumnya.

1. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing vang bekerja paling

singkat 6 [enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

1 Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan wyang
digunakan untuk menvelenggarakan upaya pelayanan keschatan
perorangan, baik prometif, preventif, kuratif maupun rehabilitatil yang
Zilalikan oleh Pemerintah, Pemmerintaft Daerah, dan/atau Masvarakal.
slzvanan Keseharan Tingkat Pertama adalah pelavanan kesehatan
cemnsEn yane bersifal non spesialstl [primer) melipud pelgyanan

TEREL 2T GET rERR 0

Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangarn

i
i

vang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada [asilitas
kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis,

pengobatan, dan/atau pelayanan lesehatan lainnya.

from
E,'.II

Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah wupaya
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub
spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat INE

tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus,

16, Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesechatan perorangan
yvang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas keschatan

tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diapnosis,
]
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pengobatan, dan/atsu pelayanan medis lainnya, dimana peseria

dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (sat) hari.

Kapitasi adalah pembayaran per bulan yang dibayar dimulka cleh BRIS
Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan
jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan

jumlah pelavanan kesehatan yang diberikan.

Non Kapitasi adalah pembayaran klaim oleh BPJS Keschatan kepada
Fasilitas Keschatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah
oelayanan kesehatan yang diberikan berupa Rawat Inap Tingkat
Pertama, pelayanan Kebidanan dan Neonatal, pelayanan ambulans,

pelavanan obat rujuk balik, dan pelayanan skrining keschatan tertentu,

BAB 1l
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan
vang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berupa Fasilitas Keschatan
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.

UPT Puskesmas dan UPT RSE merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama.

Pa=zal 3

Fasilitas Kesehatan tingkat pertama vang bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan harus menyelenpzarakan pelayanan keschatan

komprehensii,

Pelayanan keschatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayal
(1), berupa pelayanan keschatan promotif, preventf, kuratf,
rehabilitatif, pelayanan kebidanan, dan pelayanan keschatan darurat
medis, termasuk pelayanan penunjang vang meliputi pemeriksaan
laboratorium sederhana dan pelayanan kefarmasian sesual dengan

xetentuan peraturan perundang-undangan,

Dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  komprehensif
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Fasilitas Kesehatan yang
tidak memililki sarana penunjang wajib membangun jejaring dengan

SATANA PETIUIAng.
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4] Dalam hal diperlukan pelayanan penunjang sclain pelayanan
penunjang sebagaimana dimaksud pada avat (2), dapat diperoleh

melalul rujukan ke fasilitas penunjang lain.

Pz=al 4

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama merupakan pelavanan kesehatan non
spesialistik vang meliputi :

2. administrasi pelayanan;

2. pelayanan promotif dan preventif;

c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsuliasi medis;

[N

tindalkan medis non spesialistik, baik operatifl maupun non operalif;

=. pelavanan obat dari bahan medis habis pakai;

wransiusi darah sesuai dengan kebutuhan medis:

i

pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tinglkat pratama: dan

Hawal Inap Tingkat Pertama sesual dengan indikasi medis.

Pz=al 35

~zlayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

=, untuk pelayanan medis mencakup :

= ==asus medis yang dapat disclesaikan secara tuntas di Pelayanan
s=szhatan Tingkat Pertama;

= ==sus medis yvang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan
rifukan;

= k=sus medis rujuk balik;

2 pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesshatan gigi
ingkat pertama;

= pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anal balita oleh

bidan atau dokter; dan

rehabilitasi medik dasar,

Pasal &

Fzlayanan Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis

s=hagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mencakup :

= rawal inap pada pengobatan/perawatan kasus yang dapat disclesaikan
secara (untas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

2. pertolongan persalinan pervaginam bukan resiko tingei;

i

pertolengan  persalinan  dengan  komplikas!  dan/atau  penyulit

pervaginam bagi Puskesmas PONED;



d. pertolongan neonatal dengan komplikasi; dan
e, pelayanan transiusi darah sesual Kompetensi Fasilitas Kesehatan

dan/atau kebutuhan medis.

BAB I
SISTEM PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

(1) Tarif pelavanan Kesehatan di UPT Puskesmas dan UPT RSB ditetapkan
berdasarkan tarif Kapitasi dan Non Kapitasi.

(2} BRJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada UPT Puskesmas dan

UFT RSE yvang memberikan layanan kepada Peserta.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, diberikan kepads
Dinas Kesehatan apabila UPT Puskesmas dan UPT RESE belum
menerapkan PPK-BLUD.

- Pazsal &

(1) Pembayaran sebagaimanzs dimaksud dalam Pasal 7, dimasuklan ke
dalam jenis pendapatan retnibusi daerah, obyek pendapatan retribus:

jasa umum, rincian obyek retribusi pelayanan kesehatarn,

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada avat (1), merupakan
penerimaan daerah yvang tidak dapat dipergunakan langsung untuk

pengeluaran.

Lk

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1], disetor langsung ke
rekening kas umum daerah setiap bulan atau melalui Bendahara

Penerimaan pada Dinas Kesehatan.

2| Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud
cada avat (3], wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke
rekening kas umum daerah pzling lama 1 [satu) hari kerja terhitung

sejak uang kas tersebut diterima.

3] Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikembalikan
seluruhnya kepada UPT Puskesmas dan UPT RSB atau Dinas
Kesehatan apabila UPT Puskesmas dan UPT RSB belum menerapkan
PPK-BLUD,




(2)

(3)
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BAE IV
FENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan dapat
dipergunakan untuk belanja jasa pelavanan dan jasa sarana dengan

mengikuti mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Jasa pelayanan sebagaimana dimalesud pada ayat (1), terdiri dari jasa
pelayanan di UPT Puskesmas dan UPT RER,

Jasa sarana sebapgaimana dimeaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan
untuk pengadaan obat-obatan, bzhan habis palkai, pemeliharaan
sarana dan prasarana, promotif dan preventif, manajemen dan
administrasi, pengembangan sistem informasi kesehatan, peninglkatan
kapasitas tenaga keschatan dan kegiatan lainnya yang mendukung
program Jaminan Kesehatan Nasional,

Besaran penggunaan dana Kapitasi dan Non Kapitasi pada masing-
masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan,

BAB W
PELAPORAN

Pasal 10

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama wajib membuat laporan kegiatan

pelayanan kesehatan yang diberikan secara berkala setiap bulan kepada

BPJS Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Paszal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundanglkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang,

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA MALANG,
tid.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
Dr. Drs. H SHOFWAN, 8H, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP, 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, 8H, M.Hu
Perfata Tingkat |
NIP. 19650302 192003 1 019
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